
PANDUAN PENYUSUNAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA 

DAN PERPAJAKAN 
HIBAH PPM UI 2023

Depok, November 2023



Outline

• Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah

• Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah

• Perpajakan dan Permintaan e-billing
Pajak

• Berita Acara Serah Terima



Peraturan/Panduan Terkait

• Peraturan Rektor Universitas Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun 2023;

• Panduan Penyusunan Laporan Hibah
Pengabdian dan Pemberdayaan 
Masyarakat (PPM) UI TA 2023.



I. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Biaya Publikasi

Biaya Operasional
lainnya

Biaya Perjalanan
dan Akomodasi

Belanja Rapat, ATK, Cetak
laporan, Seminar kit

Rewrite, Pendaftaran HKI, penerbitan
Buku, Publikasi di media massa

Transportasi, Akomodasi, 
Asuransi perjalanan



I. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Alokasi dana tidak diperkenankan:

1. Honor ketua utama dan anggota (dosen);

2. Pembelian investasi/asset;

3. Jaminan dan/atau pinjaman kepada pihak lain.



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Laporan keuangan:

1. Akuntabel: pengeluaran dapat dipertanggung-jawabkan;

2. Relevan: pengeluaran berkaitan dengan pelaksanaan 
program PPM;

3. Sistematis: laporan pertanggungjawaban dana disusun 
secara teratur berdasarkan/sesuai klasifikasi pengeluaran.



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan LPJ 
Dana Hibah:

• Belanja Honor (Upah, Honor)

• Belanja Jasa/Sewa/Cetak

• Belanja Bahan Habis Pakai

• Belanja Perjalanan

• Penggunaan meterai: Materai 10.000 untuk transaksi ≥ Rp5.000.000



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Bukti Pengeluaran Honorarium

UNIT KERJA JUMLAH (Rp)

1,000,000                          

1 jam x Rp1.000.000,-

PPh 21 (15%) (150,000)                           

Diterima 850,000                            

Disiapkan Disetujui Diperiksa Diterima 

Ketua Tim Bendahara Penerima

URAIAN 

Honor Narasumber kegiatan xxx, tanggal xx, di xx

dengan rincian :

BUKTI PENGELUARAN 

Tanggal: 



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Belanja Jasa/Sewa/Cetak:

Belanja jasa/sewa/cetak, antara lain:

➢ Sewa peralatan atau kendaraan;

➢ Jasa cetak, jasa pembuatan/pengelolaan website, jasa catering, jasa
konsultan, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, banner, 
pamphlet, baliho, dll (sesuai PMK 141 Tahun 2015).



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Belanja Perjalanan:

1. Surat Tugas dari pejabat berwenang (Dekan/Wakil Dekan yang 
membawahi riset & pengabdian masyarakat/manajer yang membawahi
riset & pengabdian masyarakat);

2. Fotokopi tiket;
3. Boarding pass pesawat/kereta; 
4. Kuitansi/bukti bayar penginapan/hotel dan/atau tiket;
5. SPD yang ditandatangani oleh pemberi tugas;
6. Bukti Pengeluaran Riil (untuk pengeluaran biaya tranportasi yang tidak

dapat diperoleh bukti), ditandatangani oleh pemberi tugas.



II. Penyusunan LPJ Dana Hibah

Bukti Pengeluaran Riil:

Contoh:
1. Taksi bandara;
2. Sewa tongkang nelayan;
3. Angkutan umum
4. dll.



III. Perpajakan

Belanja Pegawai (Gaji, Upah, Honor):

Potongan PPh 21:

➢ Dosen UI (sebagai pembantu/asisten peneliti): 15%

➢ Tendik UI: 5%

➢ Mahasiswa: NPWP 2,5%, Non-NPWP 3%

➢ Tenaga Ahli/Narasumber Non-UI: NPWP 2,5%, Non-NPWP 3%



III. Perpajakan

➢ Tarif Pajak PPh 23 (sesuai PMK 141 tahun 2015):
• Atas sewa peralatan atau kendaraan:
 - NPWP (Badan atau Orang Pribadi) : 2 %, Non NPWP : 4%
• Atas penggunaan Jasa:
 - NPWP Badan : 2%
 - NPWP Orang Pribadi : 2,5% (ber-NPWP), 3% (non NPWP)

➢ Apabila atas transaksi penggunaan jasa dengan lawan transaksi Badan 
Usaha, tetapi Badan tsb tidak memiliki NPWP Badan, maka wajib 
menyerahkan NPWP atau NIK Pemilik Badan tsb sehingga berubah 
menjadi dikenakan PPh Pasal 21.



III. Perpajakan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Final):

Beberapa transaksi yang umumnya terjadi yang merupakan objek PPh Pasal 4 
ayat (2) diantaranya:

▪ Pembayaran atas sewa atas tanah dan atau bangunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
maupun Badan dikenakan tarif sebesar 10 % dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN)
nilai persewaan dan bersifat final; dengan mencantumkan lokasi dan alamat tanah dan
atau bangunan yang disewakan;

▪ Transaksi yang dilakukan dengan penyedia barang/jasa (vendor) yang memiliki
peredaran Bruto Tertentu dan dapat menunjukan Surat keterangan PP Nomor 23 Tahun
2018 atas transaksi tersebut di potong PPh Final sebesar 0.5% dari jumlah bruto.



III. Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

▪ Tahun 2019, UI ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP).

▪ Kewajiban pemungutan PPN dilakukan oleh penyedia
barang/jasa (vendor). Bila peneliti bertransaksi dengan (PKP),
maka kode transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh
rekanan adalah kode 01 yang artinya penyerahan yang PPN-
nya dipungut oleh PKP Penjual. Contoh: 01x.xxx-xx.xxxxxxxx



III. Perpajakan
Contoh Faktur Pajak atas pemungutan PPN yang 
dilakukan oleh penyedia barang/jasa NPWP UI:



III. Permintaan e-billing Pajak

Alur Permintaan e-billing:
Tanggal Kegiatan

11 – 30 • Penyerahan data (daftar nominatif) permintaan e-billing 
ke unit terkait (DPPM);

• Penyerahan data dari DPPM ke ADPPRI 
(ebilling.bidang3ui@gmail.com) & verifikasi data oleh 
ADPPRI;

• Penyerahan data permintaan e-billing ke Subdit Pajak UI.

1 – 10 Pembuatan e-billing oleh Subdit Pajak dan penyerahan e-
billing ke ADPPRI dan distribusi e-billing oleh ADPPRI.

NB: Masa berlaku e-billing= 30 hari;
Jika masa pajak telah expired, maka peneliti 
dapat meminta e-billing kembali ke ADPPRI.

mailto:ebilling.bidang3ui@gmail.com


III. Permintaan e-billing Pajak

Pembayaran e-billing:

Penyerahan e-billing:
Tanggal Kegiatan

20 – 29 Penyerahan SSP asli/scan asli dari Dosen/Tendik/Mahasiswa ke ADPPRI 
atas penerbitan e-billing periode sebelumnya

29 – 30 Penyerahan SSP asli/scan asli dari ADPPRI ke Subdit Pajak UI atas
penerbitan e-billing periode sebelumnya

Tanggal Kegiatan

Tidak melewati
tanggal 10 pada 
bulan berikutnya

Pembayaran pajak terutang sesuai data pada e-billing melalui
bank/e-banking Agar tidak terkena

denda pajak



III. Permintaan e-billing Pajak

Form Permintaan e-billing Pajak:
DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21 

NAMA KEGIATAN :

JUDUL :

NOMOR KONTRAK :

PENERIMA HIBAH :

NILAI KONTRAK :

SUMBER DANA :

JANGKA WAKTU KEGIATAN :

NOMOR TELEPON (WA) PENERIMA HIBAH :

EMAIL PENERIMA HIBAH :

PENGHASILAN 

BRUTO
PPh 21

PENGHASILAN 

NETTO

Rp Rp Rp

1

2

3

4

-                          -                        -                          TOTAL

TARIFNO NAMA
STATUS 

KEPEGAWAIAN 
KETERANGAN NIP/NUP ALAMAT NPWP NPWP GOL 



III. Permintaan e-billing Pajak

Form Permintaan e-billing Pajak:
DAFTAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 

NAMA KEGIATAN :

JUDUL :

NOMOR KONTRAK :

PENERIMA HIBAH :

NILAI KONTRAK :

SUMBER DANA :

NILAI 

BRUTO
PPh 23 

NILAI 

NETTO

Rp Rp Rp

1

2

3

4

-                          -                        -                          TOTAL

NO
NAMA 

PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA 
Jenis Transaksi NPWP ALAMAT NPWP TARIF



III. Permintaan e-billing Pajak

Contoh Form Permintaan e-billing Pajak:



III. Permintaan e-billing Pajak

Contoh Kode Billing:
• Masa Pajak yang tercantum pada

Kode Billing adalah Masa Maret (03)
2022, oleh karena itu pajak terutang
paling lambat dibayarkan pada tanggal
10 April 2022.

• Masa berlaku billing 1 bulan (30 hari)
sejak tanggal billing diterbitkan

Note :
• Jatuh tempo pembayaran PPh terutang adalah

tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak,
apabila PPh terutang terlambat dibayarkan maka
akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga
yang besarannya diatur dalam PMK tersendiri
yang terbit setiap bulan.

• Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak
bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu
atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Masa Pajak

Masa Berlaku



III. Permintaan e-billing Pajak

Bukti pembayaran pajak:



Surat 
Tagihan
Pajak
(STP)



III. Permintaan e-billing Pajak

Format rekapitulasi PPN:

:

Nama Kegiatan :

Nomor Kontrak :

Penerima Hibah :

Nilai Kontrak :

Sumber Dana : 

Jangka Waktu Kegiatan :

Nomor Telepon (WA) Penerima Hibah :

Email Penerima Hibah :

NO NAMA LAWAN TRANSAKSI ALAMAT NPWP
NO FAKTUR PAJAK DARI LAWAN 

TRANSAKSI
TGL FP URAIAN TRANSAKSI Jml DPP PPN PPN MASUKAN

1 PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKAGEDUNG APL TOWER LT. 37 SUITE 1-8 JL. LETJEN S PARMAN KAV. 28 RT.012 RW.006 JAKARTA BARAT01.764.589.6-062.000010.002-19.26186357 21-Mar-19 PENGADAAN PERANGKAT KERAS CENTER UI 20186,755,942,431.00                    675,594,243.00                        

2 PT SARANA KOMINDO UTAMA BUSINESS PARK KEBON JERUK BLOK C2/5, JL MERUYA ILIR NO.88, JAKARTA BARAT02.796.334.7-086.000010.003-19.20213663 16-Apr-19 SINGLE QUADRUPLE COMPACT MASS SPECTROMETER FOR LIQUID SAMPLE & COD ANALYZER3,335,500,000.00                    333,550,000.00                        

TOTAL 10,091,442,431.00                 1,009,144,243.00                     

FORMAT REKAPITULASI PPN MASUKAN

HIBAH PENELITIAN

NB: Dilaporkan maksimal 1 bulan 
setelah transaksi (dengan PKP)



Jenis dan 
Unsur-Unsur
Penghitungan
Pajak (1)

No Jenis
Pajak

Dasar Transaksi Tarif Ketentuan

1 PPN Vendor Lawan Transaksi
merupakan Pengusaha Kena Pajak
(PKP)

11% Tidak ada batas nominal transaksi, PPN 
dipungut oleh vendor dan Nomor Kode
Faktur Pajak adalah 010.xxx.-xxx-
xx.xxxxxxxx.

2 PPh 21 Transaksi pembayaran berupa gaji, 
upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, 
jasa dan kegiatan yang dilakukan

2,5% Mahasiwa dan Non Pegawai UI, bila tidak
memiliki NPWP menjadi 3%

5% Tendik UI

15% Pegawai UI (Dosen)

3 PPh Pasal 4 
ayat (2)

Persewaan Tanah dan/ atau
Bangunan

10% Tarif dikali DPP Pajak (jumlah transaksi sebelum
PPN)



Jenis dan 
Unsur-Unsur
Penghitungan
Pajak (2)

No Jenis
Pajak

Dasar Transaksi Tarif Ketentuan

4 PPh 23 Transaksi penyerahan jasa selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21, 
seperti penyerahan jasa yang 
diberikan oleh badan/perseroan
(PT,CV,dll)

2% Tarif 2% jika memiliki NPWP
Tarif dikali DPP Pajak (jumlah transaksi
sebelum PPN)

Apabila atas transaksi penggunaan jasa 
dengan lawan transaksi Badan Usaha, tetapi 
Badan tsb tidak memiliki NPWP Badan, 
maka wajib menyerahkan NPWP atau NIK 
Pemilik Badan tsb sehingga berubah 
menjadi dikenakan PPh Pasal 21.

Transaksi sewa selain sewa tanah 
dan bangunan

2% Badan atau Orang Pribadi

4% Badan atau Orang Pribadi bila tidak 
memiliki NPWP

Apabila atas transaksi penggunaan jasa 
dengan lawan transaksi Badan Usaha, tetapi 
Badan tsb tidak memiliki NPWP Badan, 
maka wajib menyerahkan NPWP atau NIK 
Pemilik Badan tsb, PPh yang dikenakan 
tetap PPh 23



Penggunaan
Dana dan 
Aspek Pajak
atas Transaksi
yang sering
terjadi

No Contoh Penggunaan PPh 21 PPh 23 PPh 4 
(2)

PPN

1 Honorarium periset, upah tenaga kerja, tenaga ahli, 
narasumber, atau responden

x

2 Pembelian/pengadaan bahan habis pakai (bahan 
baku/komponen produksi, ATK, dsj

x

3 Penyelenggaraan/keikutsertaan FGD, pelatihan, diseminasi, 
atau seminar

x x

4 Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri x

5 Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi x x

6 Jasa cetak, jasa pembuatan/pengelolaan website, jasa
catering, jasa konsultan, jasa pembuatan sarana promosi
film, iklan, banner, pamphlet, baliho, dll

x x

7 Sewa peralatan, sewa kendaraan x x

8 Sewa lahan/ruangan/bangunan dalam rangka observasi 
atau pengujian

x x

Note: PPN dipungut pada saat bertransaksi dengan PKP melalui Faktur Pajak



IV. Contoh LPJ Dana Hibah



V. Contoh Berita Acara Serah Terima



Pengem-
balian 
Sisa
Dana 
Hibah

Jika terdapat sisa dana, maka pengabdi wajib mengembalikan
sisa dana tersebut selambat-lambatnya:

• tanggal 31 Desember 2023

• Pengembalian dana ke nomor rekening tertera berikut ini:

Nama Rekening    : Pengembalian Sisa Penelitian UI
Nomor Rekening  : 9881273250600001
Nama Bank           : BNI



T E R I M A   K A S I H
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